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Abstrak 
Keamanan maritim merupakan bidang multidimensi yang menghubungkan kedaulatan, 
pertahanan, keselamatan pelayaran, penegakan hukum, perlindungan sumber daya, keamanan 
manusia, ketahanan ekonomi, dan stabilitas regional. Artikel ini membahas keamanan maritim, 
pertahanan laut, dan geopolitik melalui enam tema utama. Pertama, konsep keamanan maritim 
dijelaskan sebagai pendekatan yang melampaui ancaman militer dan mencakup keselamatan, 
ketertiban, hukum, ekonomi, lingkungan, serta keamanan manusia. Kedua, ancaman tradisional 
dan nontradisional dianalisis mulai dari konflik antarnegara, coercion, pelanggaran yurisdiksi, 
hingga perompakan, penyelundupan, perdagangan manusia, IUU fishing, pencemaran, bencana, 
cyberattack, serta gangguan terhadap infrastruktur kritis maritim. Ketiga, illegal fishing, 
penyelundupan, perompakan, dan perdagangan manusia dibahas sebagai kejahatan lintas batas 
yang memerlukan maritime domain awareness, kerja sama aparat, pertukaran informasi, dan 
penegakan hukum berbasis bukti. Keempat, pertahanan laut dibedakan dari keamanan maritim 
sipil; angkatan laut mempunyai fungsi penangkalan, sea control, sea denial, perlindungan jalur 
komunikasi laut, operasi gabungan, diplomasi pertahanan, serta dukungan terhadap keamanan 
dan bantuan kemanusiaan. Kelima, geopolitik Indo-Pasifik dianalisis melalui kompetisi kekuatan 
besar, chokepoint, perdagangan, teknologi, energi, Laut Cina Selatan, keamanan rantai pasok, dan 
prinsip ASEAN centrality. Keenam, posisi Indonesia ditempatkan sebagai negara kepulauan yang 
menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, mengelola ALKI serta selat strategis, dan 
mempunyai kepentingan menjaga stabilitas tanpa kehilangan otonomi strategis. Artikel 
menekankan bahwa keamanan maritim tidak dapat diwujudkan hanya dengan menambah kapal. 
Diperlukan integrasi antara angkatan laut, coast guard, pengawas perikanan, polisi, bea cukai, 
imigrasi, pelabuhan, intelijen, teknologi, diplomasi, dan masyarakat pesisir. Kesimpulannya, 
strategi Indonesia harus membangun deterrence yang kredibel, penegakan hukum yang efektif, 
maritime domain awareness yang terintegrasi, ketahanan infrastruktur, kerja sama ASEAN dan 
regional, serta tata kelola yang menghormati hukum internasional. 

Kata Kunci: keamanan maritim; pertahanan laut; geopolitik; Indo-Pasifik; IUU fishing; 
perompakan; penyelundupan; perdagangan manusia; angkatan laut; maritime domain awareness; 
ASEAN; Indonesia. 
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6. Posisi Indonesia dalam keamanan maritim regional 

Pendahuluan: Laut sebagai Ruang Keamanan, Pertahanan, dan Geopolitik 
Keamanan maritim berkembang dari pemahaman bahwa laut bukan hanya ruang pertahanan. Laut 
adalah jalur perdagangan, ruang hidup masyarakat pesisir, sumber pangan dan energi, tempat 
beroperasinya infrastruktur digital, serta koridor strategis bagi kapal sipil dan militer. Karena fungsi 
tersebut saling bertumpuk, satu insiden di laut dapat memiliki konsekuensi keamanan, ekonomi, 
diplomatik, dan sosial secara bersamaan. 

Konsep keamanan maritim modern karenanya bersifat luas. Ancaman tradisional seperti konflik 
antarnegara dan penggunaan kekuatan militer tetap penting, tetapi negara juga menghadapi 
perompakan, IUU fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, narkotika, pencemaran, 
bencana, gangguan rantai pasok, cyberattack, dan sabotase terhadap kabel atau fasilitas lepas 
pantai. Satu ancaman dapat berpindah kategori; illegal fishing, misalnya, merupakan pelanggaran 
ekonomi dan hukum, tetapi dalam situasi tertentu dapat menimbulkan gesekan antarnegara. 

IMO telah lama menangani piracy and armed robbery against ships melalui guidance, kerja sama 
negara dan industri, serta pendekatan regional. ReCAAP Information Sharing Centre juga terus 
memantau insiden di Asia dan mengembangkan mekanisme berbagi informasi serta panduan 
operasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keamanan kapal tidak dapat ditangani 
hanya oleh negara tempat kapal berbendera, tetapi membutuhkan jaringan pelaporan dan 
koordinasi antaryurisdiksi. 

Di Indonesia, IUU fishing tetap menjadi ancaman nyata terhadap sumber daya dan tata kelola. KKP 
pada 2025 melaporkan penyelamatan potensi kerugian negara dan penindakan kapal ikan ilegal, 
termasuk kapal asing di Laut Sulawesi, Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan wilayah lain. Angka 
penindakan tidak boleh dibaca hanya sebagai indikator keberhasilan operasi; ia juga menunjukkan 
perlunya surveillance, traceability, pengawasan rumpon, pengendalian alat tangkap, dan kerja 
sama lintas negara. 

Pertahanan laut memiliki logika berbeda. Tugas utamanya berhubungan dengan penggunaan 
kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional. Angkatan laut 
membangun deterrence, melindungi sea lines of communication, memelihara sea control atau sea 
denial sesuai konteks, serta mendukung operasi gabungan. Namun angkatan laut juga sering 
terlibat dalam diplomacy, humanitarian assistance, evacuation, search and rescue, dan maritime 
security cooperation. 

Indo-Pasifik menjadi ruang geopolitik utama karena menghubungkan pusat pertumbuhan 
ekonomi, jalur energi, chokepoint, teknologi, jaringan industri, dan kekuatan militer besar. ASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific menekankan ASEAN centrality, keterbukaan, transparansi, 
inklusivitas, penghormatan hukum internasional, dan kerja sama; maritime cooperation 
merupakan salah satu area prioritas. Bagi Indonesia, pendekatan tersebut memberikan kerangka 
untuk menjaga ruang kerja sama di tengah kompetisi. 
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Posisi Indonesia sangat khas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengelola perairan 
kepulauan, laut teritorial, ZEE, ALKI, dan sejumlah selat strategis. Karena berada di antara 
Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari dinamika keamanan 
regional. Namun kepentingan nasional tidak selalu identik dengan agenda satu kekuatan besar; 
Indonesia berkepentingan menjaga otonomi strategis, stabilitas, kebebasan navigasi sesuai 
hukum, serta penyelesaian damai sengketa. 

Artikel ini menggunakan pendekatan security governance. Fokusnya bukan hanya ancaman, tetapi 
juga bagaimana negara mendeteksi, mencegah, merespons, pulih, dan bekerja sama. Dengan 
demikian, kapal perang dan kapal patroli ditempatkan dalam ekosistem yang lebih luas yang 
mencakup satelit, radar, AIS, intelijen, hukum, pelabuhan, data, diplomasi, masyarakat pesisir, 
dan mekanisme regional. 

1. Konsep Keamanan Maritim 
Bagian ini membangun definisi kerja keamanan maritim sebagai sistem multidimensi yang 
menghubungkan defence, law enforcement, safety, economy, environment, dan human security. 

1.1 Definisi keamanan maritim 

Keamanan maritim adalah kondisi dan proses untuk melindungi kepentingan negara, masyarakat, 
perdagangan, sumber daya, dan lingkungan dari ancaman di laut. Konsep ini tidak memiliki satu 
definisi universal yang sepenuhnya disepakati sehingga pendekatan akademik perlu menjelaskan 
ruang lingkup yang digunakan. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks definisi keamanan maritim, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks definisi keamanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
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classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks definisi keamanan 
maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks definisi keamanan maritim, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks definisi keamanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.2 Maritime security versus naval defence 

Keamanan maritim mencakup penegakan hukum, keselamatan, ekonomi, dan keamanan 
manusia, sedangkan pertahanan laut berfokus pada ancaman militer terhadap kedaulatan. 
Perbedaan fungsi menentukan otoritas, rules of engagement, alat, dan jenis akuntabilitas. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks maritime security versus naval defence, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks maritime security 
versus naval defence, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, 
dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks maritime security versus naval defence, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks maritime security versus naval defence, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.3 Keamanan manusia di laut 

Human security memandang nelayan, awak kapal, pekerja migran, dan masyarakat pesisir sebagai 
subjek utama keamanan. Ancaman dapat berupa eksploitasi kerja, kecelakaan, kriminalitas, 
kehilangan mata pencaharian, atau bencana. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks keamanan 
manusia di laut, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks keamanan manusia di laut, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
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nyata. Dalam konteks keamanan manusia di laut, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks keamanan manusia di laut, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.4 Keamanan ekonomi maritim 

Pelabuhan, jalur kapal, energi, perikanan, dan kabel menjadi bagian dari critical economic 
infrastructure. Gangguan pada satu simpul dapat menghasilkan cascading effect pada harga, 
produksi, logistik, dan layanan digital. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks keamanan ekonomi maritim, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks keamanan ekonomi maritim, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks keamanan ekonomi maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks keamanan ekonomi maritim, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.5 Maritime domain awareness 

MDA adalah kemampuan memahami aktivitas, pola, risiko, dan anomali di domain maritim melalui 
integrasi berbagai sumber informasi. MDA menggabungkan sensor, AIS, radar, satelit, intelijen, 
data perizinan, cuaca, dan laporan manusia. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks maritime domain awareness, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks maritime domain awareness, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks maritime domain awareness, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
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robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks maritime domain awareness, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.6 Maritime situational awareness 

Situational awareness lebih berorientasi pada gambaran operasi saat ini dan dukungan keputusan. 
Nilainya muncul ketika data berubah menjadi prioritas, warning, dan tasking yang dapat dilakukan 
lembaga. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks maritime situational awareness, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks maritime situational awareness, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks maritime situational awareness, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks maritime 
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situational awareness, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, 
dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.7 Keamanan maritim berbasis risiko 

Tidak semua wilayah dan ancaman memerlukan alokasi sumber daya yang sama. Risk-based 
patrol menggunakan probability, impact, vulnerability, dan intelligence untuk menentukan 
prioritas. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks keamanan maritim berbasis risiko, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks keamanan maritim berbasis risiko, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks keamanan maritim berbasis risiko, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks keamanan maritim 
berbasis risiko, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks keamanan maritim berbasis risiko, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.8 Tata kelola keamanan maritim 
Keamanan maritim merupakan fungsi banyak lembaga sehingga koordinasi sangat penting. 
Governance harus menentukan mandat, pembagian data, command relationship, referral, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks tata kelola keamanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks tata kelola keamanan maritim, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks tata kelola keamanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
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Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks tata kelola 
keamanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, 
dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks tata kelola keamanan maritim, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks tata kelola keamanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.9 Teknologi dan keamanan 

Satelit, UAV, AI, sensor, automatic anomaly detection, dan digital identity memperluas 
kemampuan surveillance. Teknologi meningkatkan coverage tetapi juga menciptakan cyber risk 
dan kebutuhan validasi. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks teknologi dan keamanan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks teknologi dan keamanan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
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kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks teknologi dan 
keamanan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks teknologi dan keamanan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks teknologi dan keamanan, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

1.10 Hukum sebagai fondasi keamanan 

Penegakan keamanan di laut harus sesuai UNCLOS, hukum nasional, dan kewenangan sektoral. 
Aksi yang efektif tetapi tidak memiliki dasar hukum dapat memperburuk konflik dan melemahkan 
legitimasi. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks hukum sebagai fondasi keamanan, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 
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Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks hukum sebagai 
fondasi keamanan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, 
dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks hukum sebagai fondasi keamanan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks hukum sebagai fondasi keamanan, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2. Ancaman Tradisional dan Nontradisional di Laut 
Spektrum ancaman dipahami sebagai continuum dari konflik militer sampai kriminalitas, bencana, 
dan gangguan siber. Batas antarkategori sering kabur sehingga respons harus adaptif. 

2.1 Ancaman tradisional 

Ancaman tradisional meliputi penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan militer oleh 
negara terhadap negara lain. Contohnya termasuk blokade, serangan terhadap kapal, perebutan 
wilayah, atau coercion militer. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks ancaman 
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tradisional, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks ancaman tradisional, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks ancaman tradisional, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks ancaman tradisional, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.2 Grey-zone activities 

Grey-zone berada di antara kompetisi damai dan konflik terbuka dengan menggunakan tekanan 
bertahap, ambiguity, atau aktor nonmiliter. Kapal pemerintah, militia, informasi, hukum, dan 
ekonomi dapat digunakan untuk menciptakan fakta lapangan tanpa perang terbuka. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks grey-zone activities, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Keamanan Maritim, Pertahanan Laut, dan Geopolitik 

Halaman 17 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks grey-zone activities, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks grey-zone activities, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks grey-zone activities, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.3 Pelanggaran yurisdiksi 

Kapal atau aktivitas asing dapat memasuki ruang yang memiliki rezim hak tertentu tanpa 
memenuhi kewajiban. Respons harus membedakan laut teritorial, ZEE, dan ruang lain agar 
proporsional. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks pelanggaran yurisdiksi, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
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pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks pelanggaran yurisdiksi, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks pelanggaran yurisdiksi, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks pelanggaran yurisdiksi, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.4 Perompakan dan armed robbery 
Piracy dan armed robbery against ships berbeda secara hukum berdasarkan lokasi dan yurisdiksi. 
Keduanya mengancam awak, kapal, kargo, dan reliabilitas jalur perdagangan. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks perompakan dan armed robbery, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks perompakan dan armed robbery, lensa ini 
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membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks perompakan dan armed robbery, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks perompakan dan 
armed robbery, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.5 Penyelundupan 

Penyelundupan menggunakan laut untuk memindahkan barang secara ilegal melewati kontrol 
negara. Komoditas dapat berupa narkotika, rokok, senjata, satwa, bahan bakar, atau barang 
bernilai tinggi. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks penyelundupan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks penyelundupan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks penyelundupan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks penyelundupan, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks penyelundupan, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.6 Perdagangan manusia 

Trafficking in persons dapat memanfaatkan kapal dan jalur laut untuk eksploitasi tenaga kerja atau 
pemindahan korban. Kasus maritim sulit dideteksi karena yurisdiksi, identitas kapal, dokumentasi 
awak, dan lokasi terpencil. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks perdagangan manusia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
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Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks perdagangan manusia, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks perdagangan manusia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks perdagangan 
manusia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks perdagangan manusia, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks perdagangan manusia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.7 IUU fishing 

IUU fishing mengurangi stok, pendapatan, dan legitimasi sistem pengelolaan. Ancaman mencakup 
kapal asing tanpa izin, pelanggaran alat, transshipment ilegal, misreporting, dan penggunaan 
rumpon ilegal. 
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Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks iuu fishing, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks iuu fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks iuu fishing, lensa 
ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks iuu fishing, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks iuu fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 
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2.8 Terorisme maritim 

Terorisme maritim dapat menargetkan kapal, pelabuhan, terminal energi, atau simbol ekonomi. 
Risikonya relatif jarang tetapi dampaknya dapat tinggi sehingga memerlukan protection dan 
intelligence. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks terorisme maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks terorisme maritim, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks terorisme maritim, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks terorisme maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.9 Cybersecurity maritim 

Pelabuhan, kapal, navigation systems, satelit, dan logistics platform semakin digital. Cyberattack 
dapat menyebabkan kehilangan data, gangguan operasi, navigational risk, atau physical 
disruption. 
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Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks cybersecurity 
maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks cybersecurity maritim, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks cybersecurity maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks cybersecurity maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.10 Infrastruktur kritis bawah laut 

Kabel komunikasi dan pipa berada di dasar laut dan sulit diawasi secara terus-menerus. 
Kerusakan dapat disebabkan kecelakaan, aktivitas penangkapan, bencana, atau tindakan 
disengaja. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
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mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks infrastruktur kritis bawah laut, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks infrastruktur kritis bawah laut, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks infrastruktur kritis bawah laut, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks infrastruktur kritis bawah laut, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.11 Pencemaran dan environmental crime 

Tumpahan, dumping, limbah, dan aktivitas merusak dapat mengancam ekosistem dan ekonomi. 
Environmental security memperluas keamanan dari perlindungan negara menuju perlindungan 
sistem pendukung kehidupan. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks pencemaran dan environmental crime, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 
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Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks pencemaran dan environmental crime, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks pencemaran dan environmental crime, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks pencemaran dan environmental crime, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

2.12 Bencana dan climate security 

Tsunami, badai, banjir, kenaikan muka laut, dan marine heatwave memengaruhi operasi serta 
masyarakat. Climate change dapat memperbesar tekanan terhadap pangan, migrasi, pelabuhan, 
dan kapasitas respons. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks bencana dan climate security, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Keamanan Maritim, Pertahanan Laut, dan Geopolitik 

Halaman 27 

tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks bencana dan climate security, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks bencana dan climate security, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks bencana dan 
climate security, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3. Illegal Fishing, Penyelundupan, Perompakan, dan Perdagangan Manusia 
Bagian ini membahas kejahatan lintas batas sebagai network problem. Fokusnya bukan hanya 
interdiction, tetapi juga traceability, financial investigation, prosecution, dan victim protection. 

3.1 Ekonomi politik IUU fishing 

IUU fishing muncul karena nilai sumber daya, lemahnya enforcement, perbedaan regulasi, dan 
peluang menyembunyikan asal tangkapan. Jaringan dapat melibatkan kapal, perusahaan, broker, 
dokumen, dan pasar lintas negara. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks ekonomi politik iuu fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks ekonomi politik iuu fishing, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks ekonomi politik iuu fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks ekonomi politik iuu 
fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks ekonomi politik iuu fishing, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3.2 Modus illegal fishing 

Modus mencakup tanpa izin, pemalsuan dokumen, alat tangkap terlarang, pelanggaran area, 
transshipment ilegal, dan misreporting. Perubahan modus menuntut surveillance berbasis data, 
bukan hanya patroli acak. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
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pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks modus illegal fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks modus illegal fishing, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks modus illegal fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks modus illegal 
fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks modus illegal fishing, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks modus illegal fishing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3.3 Dampak pada nelayan kecil 

IUU fishing mengurangi akses stok, meningkatkan jarak melaut, dan menambah biaya bagi nelayan 
patuh. Dampaknya bersifat sosial-ekologis karena kompetisi sumber daya dapat memicu konflik. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks dampak pada nelayan kecil, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks dampak pada nelayan kecil, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks dampak pada 
nelayan kecil, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks dampak pada nelayan kecil, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
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nyata. Dalam konteks dampak pada nelayan kecil, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3.4 Traceability hasil perikanan 

Traceability menghubungkan tangkapan dengan kapal, lokasi, izin, landing, processing, dan pasar. 
Sistem ini membantu mencegah hasil ilegal masuk supply chain resmi. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks traceability hasil perikanan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks traceability hasil 
perikanan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks traceability hasil perikanan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks traceability hasil perikanan, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 
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Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3.5 Penyelundupan narkotika 

Laut menawarkan rute tersebar, kapal kecil, pelabuhan nonformal, dan transshipment yang dapat 
dimanfaatkan jaringan narkotika. Intelijen finansial dan jaringan darat sama pentingnya dengan 
interdiction di laut. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks penyelundupan 
narkotika, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks penyelundupan narkotika, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks penyelundupan narkotika, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks penyelundupan narkotika, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 
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3.6 Penyelundupan senjata dan barang 

Perdagangan ilegal barang dapat menggunakan fishing boat, cargo vessel, speedboat, atau titik 
pendaratan terpencil. Risk profiling harus menggabungkan rute, pola kapal, manifest, pemilik, dan 
behavior. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks penyelundupan senjata dan barang, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks penyelundupan senjata dan barang, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks penyelundupan senjata dan barang, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks penyelundupan senjata dan barang, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Keamanan Maritim, Pertahanan Laut, dan Geopolitik 

Halaman 34 

3.7 Perompakan di Asia 

ReCAAP memonitor piracy dan armed robbery against ships di Asia melalui information sharing 
dan incident reporting. Pelaporan cepat, lookout, shipboard procedures, dan koordinasi coastal 
states menjadi komponen pencegahan. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks perompakan di asia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks perompakan di asia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks perompakan di asia, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks perompakan di asia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 
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3.8 Straits of Malacca and Singapore 

Selat Malaka dan Singapura merupakan jalur sangat penting dan memiliki volume lalu lintas tinggi. 
Kepadatan, kapal bergerak lambat pada kondisi tertentu, dan proximity terhadap pantai 
menciptakan risiko kriminal yang memerlukan patroli dan cooperation. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks straits of malacca and singapore, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks straits of malacca and singapore, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks straits of malacca and singapore, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks straits of malacca 
and singapore, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 
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3.9 Perdagangan manusia dan kerja paksa 

Sektor maritim dapat menyembunyikan eksploitasi awak karena periode kerja panjang di laut dan 
akses pengawasan terbatas. Port inspection, labour standard, recruitment oversight, dan victim 
identification sangat penting. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks perdagangan manusia dan kerja paksa, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks perdagangan manusia dan kerja paksa, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks perdagangan manusia dan kerja paksa, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks perdagangan 
manusia dan kerja paksa, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks perdagangan manusia dan kerja paksa, lensa ini 
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membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3.10 Smuggling versus trafficking 

People smuggling dan trafficking berbeda karena trafficking berpusat pada eksploitasi, sedangkan 
smuggling pada fasilitasi masuk ilegal dengan imbalan. Dalam praktik keduanya dapat beririsan 
dan memerlukan pendekatan korban yang tepat. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks smuggling versus trafficking, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks smuggling versus trafficking, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks smuggling versus trafficking, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks smuggling versus 
trafficking, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks smuggling versus trafficking, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks smuggling versus trafficking, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3.11 Financial investigation 

Kejahatan maritim menghasilkan aliran keuangan yang dapat ditelusuri. Follow-the-money 
membantu mengidentifikasi beneficial owner, jaringan, dan aset melampaui kapal yang 
tertangkap. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks financial investigation, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks financial investigation, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
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Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks financial 
investigation, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks financial investigation, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks financial investigation, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

3.12 Kerja sama lintas batas 

Kejahatan maritim sering melintasi yurisdiksi dan memanfaatkan gap antarnegara. Mutual legal 
assistance, liaison, information sharing, joint patrol, dan coordinated enforcement meningkatkan 
efektivitas. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks kerja sama lintas batas, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks kerja sama lintas 
batas, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks kerja sama lintas batas, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks kerja sama lintas batas, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4. Pertahanan Laut dan Peran Angkatan Laut 
Bagian ini menempatkan angkatan laut dalam fungsi deterrence, sea control, sea denial, SLOC 
protection, joint operations, diplomacy, dan HADR. 

4.1 Hakikat pertahanan laut 

Pertahanan laut bertujuan melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan strategis 
dari ancaman militer melalui kekuatan maritim. Fungsinya berbeda dari policing meskipun dalam 
praktik dapat saling mendukung. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks hakikat 
pertahanan laut, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks hakikat pertahanan laut, lensa ini membantu 
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membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks hakikat pertahanan laut, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks hakikat pertahanan laut, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.2 Deterrence 

Deterrence berusaha mencegah lawan bertindak dengan membuat biaya, risiko, atau 
ketidakpastian menjadi terlalu tinggi. Kredibilitas bergantung pada capability, readiness, 
communication, dan political will. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks deterrence, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks deterrence, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 
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Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks deterrence, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks deterrence, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.3 Sea control 

Sea control adalah kemampuan menggunakan area laut untuk kepentingan sendiri dan membatasi 
penggunaan lawan dalam ruang dan waktu tertentu. Kontrol tidak selalu total dan biasanya 
bersifat lokal atau temporer. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks sea control, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks sea control, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
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tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks sea control, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks sea control, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.4 Sea denial 

Sea denial berusaha mencegah lawan menggunakan laut secara bebas tanpa harus menguasai 
wilayah tersebut. Submarine, missile, mine, aircraft, dan distributed systems dapat menjadi 
instrumen denial. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks sea denial, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks sea denial, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks sea denial, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
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kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks sea denial, lensa 
ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.5 Sea lines of communication 
SLOC membawa perdagangan, energi, pasokan militer, dan konektivitas ekonomi. Perlindungan 
jalur penting bagi negara kepulauan dan negara perdagangan. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks sea lines of communication, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks sea lines of communication, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks sea lines of communication, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks sea lines of 
communication, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks sea lines of communication, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.6 Fleet readiness 

Kekuatan tidak hanya ditentukan jumlah platform tetapi availability, maintenance, crew 
proficiency, ammunition, logistics, dan command. Readiness merupakan penghubung antara 
inventory dan combat effectiveness. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks fleet readiness, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks fleet readiness, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
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membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks fleet readiness, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks fleet readiness, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks fleet readiness, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks fleet readiness, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.7 Pangkalan dan logistik 

Naval power bergantung pada pelabuhan, repair, fuel, ammunition, aviation support, 
communication, dan supply. Geografi kepulauan menuntut distributed basing dan sustainment. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks pangkalan dan logistik, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks pangkalan dan logistik, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks pangkalan dan 
logistik, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks pangkalan dan logistik, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks pangkalan dan logistik, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.8 Sistem Senjata Armada Terpadu 

Konsep kekuatan laut Indonesia secara tradisional mengintegrasikan kapal, pesawat udara, 
marinir, dan pangkalan. Integrasi sensor, command system, dan joint operations semakin penting 
pada era modern. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
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Dalam konteks sistem senjata armada terpadu, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks sistem senjata 
armada terpadu, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks sistem senjata armada terpadu, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks sistem senjata armada terpadu, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.9 Naval diplomacy 

Kunjungan kapal, latihan bersama, port call, patrol coordination, dan humanitarian mission dapat 
mendukung hubungan luar negeri. Naval diplomacy membangun interoperability dan trust tanpa 
menghilangkan fungsi deterrence. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks naval diplomacy, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks naval diplomacy, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks naval diplomacy, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks naval diplomacy, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.10 HADR dan operasi nonperang 

Angkatan laut memiliki lift, medical, command, helicopter, dan engineering yang berguna saat 
bencana. Kemampuan ini memperkuat legitimacy dan regional cooperation. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks hadr dan operasi nonperang, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks hadr dan operasi nonperang, lensa ini membantu membedakan antara 
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ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks hadr dan operasi nonperang, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks hadr dan operasi nonperang, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.11 Pertahanan gabungan 

Ancaman maritim modern melibatkan laut, udara, ruang angkasa, cyber, dan informasi. 
Pertahanan efektif memerlukan jointness dan integration lintas matra. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks pertahanan gabungan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks pertahanan gabungan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks pertahanan gabungan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks pertahanan gabungan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

4.12 Industri pertahanan maritim 

Shipbuilding, electronics, missile, radar, maintenance, dan software menentukan sustainability 
kekuatan. Kemandirian tidak berarti memproduksi semuanya, tetapi memiliki critical sovereign 
capability dan supply resilience. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks industri pertahanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks industri pertahanan maritim, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
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robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks industri pertahanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks industri 
pertahanan maritim, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, 
dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5. Geopolitik Indo-Pasifik 
Indo-Pasifik dibaca sebagai ruang interdependence dan competition sekaligus. Analisis 
menekankan chokepoint, major-power rivalry, technology, ASEAN centrality, dan strategic 
autonomy. 

5.1 Indo-Pasifik sebagai ruang strategis 
Indo-Pasifik menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik dalam satu ruang perdagangan, militer, 
energi, dan teknologi. Konsep ini mencerminkan meningkatnya keterhubungan dan kompetisi 
antarwilayah. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks indo-pasifik sebagai ruang strategis, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks indo-pasifik sebagai ruang strategis, lensa ini 
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membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks indo-pasifik sebagai ruang strategis, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks indo-pasifik 
sebagai ruang strategis, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks indo-pasifik sebagai ruang strategis, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.2 Kompetisi kekuatan besar 

Kekuatan besar berusaha mempertahankan akses, pengaruh, alliance, technology, dan 
deterrence. Kompetisi dapat menghasilkan balancing, arms modernization, dan contestation 
terhadap rules serta narratives. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks kompetisi kekuatan besar, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks kompetisi kekuatan besar, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks kompetisi kekuatan besar, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks kompetisi 
kekuatan besar, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks kompetisi kekuatan besar, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks kompetisi kekuatan besar, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 
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5.3 Laut Cina Selatan 

Laut Cina Selatan memiliki kepentingan karena jalur perdagangan, perikanan, energi, klaim 
maritim, dan kehadiran militer. Pengelolaan stabilitas memerlukan hukum internasional, restraint, 
communication, dan mekanisme regional. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks laut cina selatan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks laut cina selatan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks laut cina selatan, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks laut cina selatan, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks laut cina selatan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.4 Chokepoint Indo-Pasifik 

Malaka, Sunda, Lombok, Hormuz, Bab el-Mandeb, dan jalur lain memusatkan arus energi serta 
perdagangan. Gangguan pada chokepoint dapat memaksa rerouting dan menaikkan biaya. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks chokepoint indo-pasifik, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks chokepoint indo-
pasifik, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks chokepoint indo-pasifik, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks chokepoint indo-pasifik, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 
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5.5 Taiwan Strait 

Selat Taiwan merupakan ruang penting bagi perdagangan dan security calculations regional. 
Indonesia berkepentingan pada stabilitas dan penyelesaian damai tanpa harus menjadi pihak 
dalam rivalitas. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks taiwan strait, lensa 
ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks taiwan strait, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks taiwan strait, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks taiwan strait, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.6 Samudra Hindia 

Indian Ocean menghubungkan Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Keamanan 
energi, kabel, pelabuhan, dan sea lanes meningkatkan nilai strategisnya. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks samudra hindia, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks samudra hindia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks samudra hindia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks samudra hindia, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.7 Teknologi dan geopolitik 

Semiconductor, satellite, AI, cyber, autonomous systems, dan undersea networks menjadi bagian 
dari kompetisi. Technology supply chain kini memengaruhi security policy sama seperti kapal dan 
pangkalan. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
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data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks teknologi dan geopolitik, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks teknologi dan geopolitik, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks teknologi dan geopolitik, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks teknologi dan geopolitik, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.8 Ekonomi dan security nexus 
Trade interdependence dapat mengurangi biaya konflik tetapi juga menciptakan economic 
coercion dan vulnerability. Negara berusaha membangun resilience tanpa sepenuhnya memutus 
hubungan ekonomi. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks ekonomi dan security nexus, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
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kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks ekonomi dan security nexus, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks ekonomi dan security nexus, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks ekonomi dan 
security nexus, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.9 ASEAN centrality 

ASEAN berusaha menjaga peran sebagai platform regional melalui mekanisme inklusif dan kerja 
sama praktis. AOIP menekankan centrality, openness, inclusiveness, transparency, international 
law, dan cooperation. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks asean centrality, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 
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Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks asean centrality, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks asean centrality, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks asean centrality, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks asean centrality, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.10 Maritime cooperation AOIP 

Maritime cooperation merupakan salah satu prioritas AOIP bersama connectivity, SDGs, dan 
economic cooperation. Pendekatan ini memberi ruang bagi capacity building, safety, environment, 
law enforcement, dan confidence building. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
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pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks maritime cooperation aoip, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks maritime cooperation aoip, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks maritime cooperation aoip, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks maritime 
cooperation aoip, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks maritime cooperation aoip, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks maritime cooperation aoip, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Keamanan Maritim, Pertahanan Laut, dan Geopolitik 

Halaman 63 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.11 Minilateralism 

Selain ASEAN, negara membentuk kelompok kecil untuk isu tertentu karena dianggap lebih 
fleksibel. Minilateralism dapat melengkapi atau menantang centrality tergantung hubungan 
dengan mekanisme regional. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks minilateralism, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks minilateralism, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks minilateralism, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks minilateralism, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
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data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks minilateralism, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

5.12 Strategic autonomy 

Negara menengah sering berusaha menjaga ruang keputusan sendiri di tengah persaingan 
kekuatan besar. Strategic autonomy tidak berarti netral pasif, tetapi kemampuan memilih kerja 
sama berdasarkan kepentingan dan prinsip. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks strategic autonomy, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks strategic 
autonomy, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks strategic autonomy, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks strategic autonomy, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Keamanan Maritim, Pertahanan Laut, dan Geopolitik 

Halaman 65 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6. Posisi Indonesia dalam Keamanan Maritim Regional 
Bagian terakhir menghubungkan geografi kepulauan, ALKI, Natuna, kelembagaan nasional, ASEAN, 
dan agenda capability menuju 2045. 

6.1 Indonesia sebagai negara kepulauan 

Geografi Indonesia menjadikan laut bagian integral wilayah nasional dan sekaligus jalur 
internasional. Keamanan harus menjaga sovereignty tanpa menghambat hak lintas yang diakui 
hukum. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks indonesia sebagai 
negara kepulauan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks indonesia sebagai negara kepulauan, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks indonesia sebagai negara kepulauan, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks indonesia sebagai negara kepulauan, lensa ini membantu membedakan antara 
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ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.2 ALKI dan tanggung jawab keamanan 

ALKI menghubungkan perairan internasional melalui kepulauan Indonesia. Indonesia 
berkepentingan menjaga keselamatan, monitoring, dan stability pada koridor tersebut. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks alki dan tanggung jawab keamanan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks alki dan tanggung jawab keamanan, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks alki dan tanggung jawab keamanan, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks alki dan tanggung jawab keamanan, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.3 Selat strategis 

Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, dan Ombai-Wetar mempunyai karakter security dan traffic 
berbeda. Resource allocation perlu menyesuaikan risk, geography, depth, traffic, dan economic 
importance. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks selat strategis, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks selat strategis, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks selat strategis, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks selat strategis, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
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Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.4 Laut Natuna Utara 

Laut Natuna Utara memiliki kepentingan perikanan, energi, yurisdiksi, dan hubungan regional. 
Penegakan hak berdaulat perlu konsisten dengan UNCLOS, evidence, presence, dan diplomacy. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks laut natuna utara, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks laut natuna utara, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks laut natuna utara, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks laut natuna utara, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 
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6.5 Peran TNI AL 

TNI AL menjadi komponen utama pertahanan negara di laut dan melaksanakan fungsi militer, 
diplomasi, serta tugas tertentu sesuai hukum. Modernisasi harus diarahkan pada readiness, 
jointness, surveillance, logistics, dan interoperability. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks peran tni al, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks peran tni al, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks peran tni al, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks peran tni al, lensa 
ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks peran tni al, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 
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Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.6 Peran Bakamla 

Bakamla mempunyai peran penting dalam keamanan dan keselamatan perairan serta wilayah 
yurisdiksi sesuai mandat nasional. Efektivitasnya sangat bergantung pada coordination dan 
common maritime picture. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks peran bakamla, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks peran bakamla, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks peran bakamla, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, 
kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan 
aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks peran bakamla, 
lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons 
sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
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celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks peran bakamla, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks peran bakamla, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.7 Peran KKP dan pengawas perikanan 

PSDKP KKP fokus pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Data 2025 
menunjukkan penindakan terus dilakukan terhadap kapal asing dan domestik yang melanggar 
aturan. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks peran kkp dan pengawas perikanan, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks peran kkp dan pengawas perikanan, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks peran kkp dan 
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pengawas perikanan, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, 
dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks peran kkp dan pengawas perikanan, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks peran kkp dan pengawas perikanan, lensa ini membantu membedakan 
antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah 
menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.8 ASEAN dan ADMM-Plus 

Indonesia menggunakan ASEAN, ADMM, ADMM-Plus, ARF, dan mekanisme lain untuk membangun 
komunikasi serta cooperation. Forum regional penting untuk latihan, information sharing, HADR, 
maritime security, dan confidence building. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks asean dan admm-plus, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks asean dan admm-
plus, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan 
respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks asean dan admm-plus, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks asean dan admm-plus, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.9 ReCAAP dan information sharing 

Mekanisme regional seperti ReCAAP memperlihatkan nilai informasi cepat dan standard reporting. 
Indonesia dapat mengambil manfaat dari interoperability informasi sambil menjaga kepentingan 
hukum dan institusional nasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks recaap dan 
information sharing, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, 
dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks recaap dan information sharing, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
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nyata. Dalam konteks recaap dan information sharing, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks recaap dan information sharing, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.10 Otonomi strategis Indonesia 

Indonesia cenderung menghindari alignment eksklusif dan menjaga kebijakan luar negeri bebas 
aktif. Dalam Indo-Pasifik, pendekatan ini berarti kerja sama luas tanpa kehilangan kebebasan 
menentukan posisi. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks otonomi strategis indonesia, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks otonomi strategis indonesia, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks otonomi strategis indonesia, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, 
kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar 
penambahan aset. 
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Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks otonomi strategis indonesia, lensa ini membantu 
membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak 
berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.11 Ketahanan infrastruktur maritim 

Pelabuhan, terminal energi, kabel, pangkalan, dan data system merupakan aset strategis. Security 
planning harus menggabungkan physical protection, cyber, redundancy, dan continuity. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. Dalam konteks ketahanan infrastruktur maritim, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks ketahanan infrastruktur maritim, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks ketahanan infrastruktur maritim, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
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membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks ketahanan infrastruktur maritim, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

6.12 Agenda keamanan maritim 2045 

Prioritas jangka panjang mencakup integrated MDA, deterrence, fleet readiness, coast-guard 
capability, cyber defence, industrial base, dan regional diplomacy. Tujuan akhirnya adalah ruang 
maritim yang aman bagi sovereignty, prosperity, dan cooperation. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
Dalam konteks agenda keamanan maritim 2045, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. Dalam konteks agenda keamanan maritim 2045, lensa ini 
membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga 
strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
Dalam konteks agenda keamanan maritim 2045, lensa ini membantu membedakan antara 
ancaman, kerentanan, kapasitas, dan pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi 
sekadar penambahan aset. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. Dalam konteks agenda keamanan 
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maritim 2045, lensa ini membantu membedakan antara ancaman, kerentanan, kapasitas, dan 
pilihan respons sehingga strategi tidak berubah menjadi sekadar penambahan aset. 

Untuk pengajaran manajemen dan kebijakan keamanan, topik ini dapat dianalisis melalui threat 
matrix, risk register, stakeholder map, scenario planning, red teaming, dan after-action review. 
Mahasiswa perlu menghubungkan level strategis dengan implementasi operasional, serta menilai 
trade-off antara security, legality, cost, escalation risk, dan public legitimacy. 

7. Sintesis: Arsitektur Keamanan Maritim Indonesia 

7.1 Dari platform menuju system capability 

Kapal, radar, pesawat, dan satelit penting tetapi efektivitas ditentukan integrasi. System capability 
menghubungkan detect, identify, decide, intercept, investigate, prosecute, dan learn. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 
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7.2 Dari patrol-driven menuju intelligence-led security 

Patroli acak memiliki deterrent effect tetapi mahal. Intelligence-led approach memprioritaskan 
area, kapal, jaringan, dan waktu berdasarkan risk serta pattern. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

7.3 Dari agency-centric menuju mission-centric 

Ancaman tidak mengikuti struktur birokrasi. Mission-centric governance membentuk task 
organization berdasarkan masalah sambil tetap menjaga mandat hukum. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
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robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

7.4 Dari presence menuju persistent awareness 

Kehadiran kapal tidak mungkin mencakup seluruh wilayah setiap saat. Persistent awareness 
menggunakan sensor berlapis dan analytics untuk mengarahkan aset bergerak ke titik penting. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
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celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

7.5 Dari arrest menuju network disruption 

Menangkap kapal atau kurir penting, tetapi jaringan kejahatan dapat pulih. Financial investigation, 
beneficial ownership, market control, dan prosecution diperlukan untuk menghancurkan business 
model. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 
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7.6 Dari deterrence platform menuju deterrence ecosystem 

Deterrence bukan fungsi kapal perang saja. Diplomacy, alliance or partnership, industrial 
readiness, logistics, information, law, cyber, dan national resilience ikut membentuk kalkulasi 
lawan. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

7.7 Dari security versus economy menuju secure flow 

Tujuan keamanan jalur perdagangan bukan menghentikan arus, tetapi membuat arus legal lebih 
aman dan arus ilegal lebih sulit. Risk-based inspection dan digital identity membantu mencapai 
keduanya. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 
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Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

7.8 Dari bilateralism menuju networked cooperation 

Ancaman lintas batas membutuhkan jaringan kerja sama yang fleksibel. Bilateral, ASEAN, 
ReCAAP, ADMM-Plus, dan mekanisme teknis dapat saling melengkapi. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
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Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

7.9 Dari reactive security menuju resilience 

Tidak semua gangguan dapat dicegah. Resilience menyiapkan alternatif rute, backup 
communications, reserve capacity, recovery plan, dan continuity of government serta commerce. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 
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7.10 Dari security policy menuju maritime security culture 

Keamanan berkelanjutan memerlukan budaya kepatuhan, reporting, safety, information sharing, 
dan public awareness. Masyarakat pesisir menjadi sensor sosial yang penting bila trust terhadap 
pemerintah tinggi. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

8. Studi Kasus dan Aplikasi Indonesia 

8.1 Illegal fishing di Laut Sulawesi 

Penindakan kapal asing di Laut Sulawesi menunjukkan pentingnya patrol, local reporting, licensing 
data, dan prosecution. KKP pada 2025 menindak beberapa kapal Filipina serta rumpon ilegal di 
kawasan tersebut. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
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tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.2 Illegal fishing di Selat Malaka 

Penangkapan kapal asing berbendera Malaysia pada 2025 menunjukkan bahwa selat strategis juga 
menjadi ruang fisheries enforcement. Kepadatan pelayaran menambah kompleksitas operasi. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
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Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.3 Keamanan Selat Malaka dan Singapura 

Coordinated patrol, information exchange, vessel awareness, dan kerja sama negara pantai 
menjadi model penting karena jalur ini sangat padat dan bernilai ekonomi tinggi. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
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Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.4 Laut Natuna Utara 

Kawasan ini mempertemukan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya, aktivitas perikanan, 
operasi pemerintah, dan dinamika regional. Response membutuhkan presence, law, diplomacy, 
dan restraint. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
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data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.5 Perlindungan kabel bawah laut 

Kerusakan kabel dapat mengganggu komunikasi dan ekonomi digital. Security framework harus 
membedakan accident, negligence, dan deliberate interference serta menyiapkan repair priority. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
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8.6 Cyberattack pada pelabuhan 

Pelabuhan digital dapat mengalami ransomware atau gangguan sistem. Incident response harus 
menghubungkan IT, OT, physical security, shipping, customs, dan business continuity. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.7 HADR di negara kepulauan 

Kapal perang dan aset maritim memiliki kemampuan transport, helicopter, medical, desalination, 
dan command yang sangat berguna saat bencana. HADR juga memperkuat cooperation regional. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
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Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.8 Maritime information fusion 

Penggabungan radar, AIS, satellite, fisheries data, port records, dan intelligence dapat 
mempercepat deteksi kapal berisiko. Data governance menentukan apakah fusion benar-benar 
dapat digunakan. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
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Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.9 Perlindungan pelaut dan pekerja migran 

Security operation harus memiliki SOP untuk identifying victims, labour exploitation, dan trafficking 
agar korban tidak diperlakukan semata sebagai pelanggar imigrasi. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Keamanan Maritim, Pertahanan Laut, dan Geopolitik 

Halaman 92 

Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

8.10 Exercise dan interoperability 

Latihan bilateral atau multilateral membantu membangun common procedure untuk SAR, HADR, 
communication, boarding, dan maritime security. Nilai latihan harus diukur dari interoperability, 
bukan seremoni. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
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data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9. Implikasi bagi Manajemen, Kebijakan, dan Pendidikan 

9.1 National maritime security architecture 

Indonesia memerlukan arsitektur yang menjelaskan mission, lead agency, supporting agency, data 
owner, dan escalation path. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
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arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.2 Integrated MDA 

Sensor dan database dari berbagai lembaga perlu memiliki interoperability, access rule, data 
standard, dan common operating picture. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.3 Capability-based planning 

Pembangunan kekuatan perlu dimulai dari mission dan capability gap, bukan platform preference. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
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menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.4 Readiness metrics 

KPI pertahanan dan keamanan harus mencakup availability, response time, coverage, prosecution 
outcome, intelligence quality, safety, dan recovery. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
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robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.5 Cyber-maritime strategy 

Kapal, pelabuhan, radar, satellite link, dan logistics system perlu dimasukkan dalam satu cyber 
resilience framework. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 
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Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.6 Human capital 

Indonesia membutuhkan naval officer, coast-guard professional, investigator, analyst, cyber 
specialist, hydrographer, linguist, lawyer, dan data scientist. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
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coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.7 Maritime security education 

Kurikulum sebaiknya menggabungkan law, strategy, economics, technology, intelligence, 
management, dan geopolitics. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 
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9.8 Red teaming 

Scenario dan red team membantu menguji asumsi tentang grey-zone pressure, cyberattack, 
blockade risk, atau coordinated criminal network. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.9 Regional confidence building 

Hotline, CUES-like procedure, joint exercise, information sharing, dan transparency dapat 
mengurangi miscalculation. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
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Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 

Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

9.10 Agenda 2045 

Sasaran jangka panjang adalah deterrence kredibel, law enforcement efektif, awareness 
berkelanjutan, industrial resilience, dan strategic autonomy. 

Analisis strategis dimulai dari kepentingan yang harus dilindungi, ancaman yang dapat 
mengganggunya, serta cara dan sumber daya yang tersedia. Keamanan maritim tidak boleh 
menjadi daftar ancaman tanpa prioritas. Negara perlu membedakan risiko dengan kemungkinan 
tinggi namun dampak sedang dari risiko berkemungkinan rendah tetapi berdampak sangat besar. 
Prioritas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi posture, presence, surveillance, diplomacy, 
law enforcement, dan resilience. 

Setiap operasi di laut berlangsung dalam rezim hukum tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan di 
laut teritorial belum tentu dapat dilakukan dengan cara sama di ZEE atau laut lepas. Piracy, armed 
robbery, illegal fishing, trafficking, dan military activity memiliki dasar hukum berbeda. Legal clarity 
membantu menentukan otoritas, evidence, detention, prosecution, dan kerja sama internasional. 
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Keamanan modern bergantung pada kemampuan mengubah data menjadi knowledge. AIS, radar, 
satellite imagery, acoustic data, port records, fisheries licenses, cargo manifest, financial 
transaction, dan human intelligence dapat digabungkan untuk menemukan anomali. 
Tantangannya bukan hanya data scarcity, tetapi data overload, false positive, interoperability, 
classification, dan kebutuhan analyst yang memahami konteks. 

Ancaman maritim melintasi mandat. Angkatan laut, coast guard, polisi, customs, fisheries, 
immigration, port authority, intelligence, dan local government dapat terlibat pada satu kasus. 
Tanpa command relationship dan referral protocol yang jelas, overlap menghasilkan duplikasi atau 
celah. Whole-of-government approach membutuhkan standard, joint exercise, shared picture, dan 
mekanisme akuntabilitas. 

Teknologi mengubah surveillance dan response. Unmanned system, satellite, AI, secure 
communication, sensor fusion, cyber defence, dan autonomous platform dapat memperluas 
coverage. Namun teknologi tidak otomatis menciptakan security. Maintenance, training, doctrine, 
data quality, vendor dependence, electronic warfare, dan cyber resilience menentukan manfaat 
nyata. 

Laut menghubungkan yurisdiksi sehingga banyak ancaman tidak dapat diselesaikan satu negara. 
Kerja sama dapat berbentuk information sharing, coordinated patrol, joint exercise, hot pursuit 
arrangement tertentu, capacity building, dan legal assistance. Efektivitas cooperation bergantung 
pada trust, common procedure, political sensitivity, dan kemampuan nasional masing-masing. 

10. Penutup 
Keamanan maritim tidak dapat dipersempit menjadi patroli laut. Ia adalah sistem yang 
menghubungkan pertahanan, penegakan hukum, keselamatan, ekonomi, lingkungan, dan 
keamanan manusia. Spektrum yang luas ini menuntut kejelasan peran agar setiap ancaman 
ditangani oleh kewenangan yang tepat. 

Ancaman tradisional tetap relevan karena kompetisi kekuatan, coercion, dan kemungkinan konflik 
tidak hilang. Namun ancaman nontradisional sering lebih rutin dan langsung merugikan 
masyarakat: IUU fishing, penyelundupan, perompakan, trafficking, pencemaran, cyberattack, dan 
bencana. Strategi nasional harus mampu menangani keduanya tanpa mencampur logika militer 
dan law enforcement secara sembarangan. 

IUU fishing menunjukkan bagaimana security, economy, law, dan ecology bertemu. Penindakan 
KKP pada 2025 terhadap kapal asing dan pelanggaran domestik menegaskan bahwa surveillance 
dan enforcement masih dibutuhkan. Tetapi keberhasilan jangka panjang juga bergantung pada 
traceability, market control, community reporting, dan kerja sama regional. 

Perompakan serta armed robbery menunjukkan nilai information sharing dan kerja sama negara 
pantai. IMO dan ReCAAP telah mengembangkan guidance serta mekanisme regional yang 
memperlihatkan bahwa keamanan kapal adalah shared responsibility. Kapal, perusahaan, negara 
pantai, flag state, dan aparat harus memiliki prosedur yang kompatibel. 
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Pertahanan laut memiliki tugas berbeda: mencegah atau menghadapi ancaman militer. Angkatan 
laut membangun deterrence, sea control, sea denial, SLOC protection, joint operations, dan naval 
diplomacy. Kekuatan yang kredibel bergantung bukan hanya platform, tetapi readiness, logistics, 
training, industrial support, command, dan information. 

Geopolitik Indo-Pasifik memperbesar arti Indonesia. Samudra Hindia dan Pasifik terhubung 
melalui jalur di sekitar kepulauan Indonesia, sementara kompetisi kekuatan besar, teknologi, 
rantai pasok, dan isu Laut Cina Selatan menambah kompleksitas. Indonesia berkepentingan 
mempertahankan stabilitas, menghormati hukum internasional, dan menghindari polarization 
yang mengurangi otonomi kebijakan. 

ASEAN memberikan ruang institusional untuk mengelola persaingan melalui centrality, 
inclusiveness, cooperation, dan dialogue. AOIP menempatkan maritime cooperation sebagai 
prioritas, sehingga Indonesia dapat menggunakan ASEAN untuk membangun capacity, 
confidence, dan practical cooperation tanpa mengubah kawasan menjadi blok eksklusif. 

Pada akhirnya, posisi Indonesia dalam keamanan maritim regional harus dibangun melalui 
kombinasi deterrence, law enforcement, diplomacy, resilience, technology, dan legitimacy. Tujuan 
strategisnya bukan militarisasi laut, tetapi menciptakan ruang maritim yang cukup aman sehingga 
perdagangan, sumber daya, masyarakat pesisir, dan hubungan regional dapat berkembang secara 
stabil. 
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Glossarium 
ADMM: ASEAN Defence Ministers' Meeting. 

ADMM-Plus: Forum pertahanan ASEAN dengan mitra dialog tertentu. 

AIS: Automatic Identification System. 

Armed robbery against ships: Tindakan kekerasan atau perampasan terhadap kapal yang terjadi 
dalam yurisdiksi suatu negara, berbeda dari piracy di laut lepas. 

ASEAN centrality: Prinsip peran sentral ASEAN dalam membentuk arsitektur dan proses regional. 

AOIP: ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. 

Bakamla: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 

Blue-water navy: Angkatan laut dengan kemampuan operasi berkelanjutan jauh dari pangkalan 
nasional. 

Coast guard: Lembaga penegakan hukum dan keselamatan maritim yang karakter 
kewenangannya berbeda antarnegara. 

CUES: Code for Unplanned Encounters at Sea, seperangkat prosedur untuk mengurangi risiko 
salah perhitungan antara kapal militer. 

Deterrence: Upaya mencegah tindakan lawan melalui ancaman biaya atau risiko yang kredibel. 

Grey zone: Aktivitas kompetitif di bawah ambang konflik terbuka yang menggunakan ambiguity 
dan tekanan bertahap. 

HADR: Humanitarian Assistance and Disaster Relief. 

Human security: Pendekatan keamanan yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan 
manusia sebagai fokus. 

IUU fishing: Illegal, Unreported, and Unregulated fishing. 

Interdiction: Tindakan menghentikan atau mencegat aktivitas ilegal atau ancaman. 

Maritime domain awareness: Pemahaman terpadu mengenai aktivitas, kondisi, dan risiko di 
domain maritim. 

Maritime security: Keamanan maritim yang mencakup defence, law enforcement, safety, 
economy, environment, dan human security. 

Minilateralism: Kerja sama kelompok kecil negara untuk tujuan tertentu di luar atau di samping 
forum multilateral besar. 

Naval diplomacy: Penggunaan aktivitas angkatan laut untuk mendukung tujuan diplomasi dan 
hubungan internasional. 

Piracy: Pembajakan sebagaimana didefinisikan hukum internasional, pada prinsipnya terjadi di 
luar yurisdiksi negara tertentu. 
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ReCAAP: Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships 
in Asia. 

Sea control: Kemampuan menggunakan area laut untuk kepentingan sendiri dan membatasi 
lawan pada ruang dan waktu tertentu. 

Sea denial: Kemampuan mencegah lawan menggunakan laut tanpa harus menguasainya. 

SLOC: Sea Lines of Communication. 

Strategic autonomy: Kemampuan mempertahankan kebebasan pengambilan keputusan 
strategis. 

Surveillance: Pemantauan sistematis terhadap area, objek, atau aktivitas. 

Trafficking in persons: Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi melalui cara-cara yang 
dilarang hukum. 

Whole-of-government: Pendekatan yang mengintegrasikan berbagai lembaga pemerintah untuk 
satu misi. 
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diplomasi. 

Grey-zone pressure. Sering gradual dan ambiguous; membutuhkan presence, law, attribution, 
dan calibrated response. 

IUU fishing. Probability tinggi di area tertentu; dampak ekonomi-ekologi; membutuhkan 
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Perompakan. Risiko terkonsentrasi pada route tertentu; membutuhkan shipboard measure, 
patrol, reporting, dan prosecution. 
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Penyelundupan. Networked crime; membutuhkan intelligence, customs, police, financial 
investigation. 

Trafficking. Berorientasi eksploitasi manusia; membutuhkan victim-centred response dan cross-
border legal cooperation. 

Cyberattack. Dapat menargetkan port, vessel, or command system; membutuhkan segmentation, 
backup, SOC, dan recovery. 

Infrastructure sabotage. Low probability-high impact; membutuhkan monitoring, redundancy, 
attribution, dan repair capability. 

Environmental disaster. Dapat berasal accident atau natural hazard; membutuhkan 
preparedness, response, liability, dan restoration. 

Climate risk. Slow-onset dan extreme event; membutuhkan adaptation, resilience, dan long-term 
planning. 

Penilaian risiko perlu diperbarui secara periodik karena threat, vulnerability, exposure, dan 
capability berubah. Matriks yang baik menghubungkan risk level dengan lead agency, warning 
indicator, response option, dan recovery target. 

Lampiran B. Pertanyaan Diskusi 
1. Apa perbedaan maritime security dengan naval defence? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

2. Bagaimana grey-zone activity dapat dibedakan dari law enforcement normal? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

3. Mengapa IUU fishing perlu diperlakukan sebagai masalah keamanan sekaligus ekonomi? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

4. Apa perbedaan piracy dan armed robbery against ships? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

5. Bagaimana financial investigation memperkuat penindakan penyelundupan? 
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Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

6. Apa indikator readiness angkatan laut yang lebih baik daripada jumlah kapal? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

7. Bagaimana sea control berbeda dari sea denial? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

8. Mengapa Indo-Pasifik penting bagi Indonesia? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

9. Bagaimana ASEAN centrality dapat dipertahankan di tengah minilateralism? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

10. Apa arti strategic autonomy bagi kebijakan luar negeri Indonesia? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

11. Bagaimana integrated MDA seharusnya dibangun tanpa menciptakan data silos baru? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. 

12. Prioritas keamanan maritim apa yang paling penting bagi Indonesia menuju 2045? 

Jawaban sebaiknya memetakan kepentingan, ancaman, vulnerability, legal authority, capability, 
escalation risk, stakeholder, dan indikator keberhasilan. Untuk tingkat pascasarjana, analisis 
dapat dikembangkan melalui scenario exercise, policy memo, atau red-team simulation. terapan. 


